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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP 

PELANGGAR LALU LINTAS 

 

A. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas 

Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan 

sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai 

prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, 

dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya. 

Untuk memahami tentang pelanggaran lalu lintas lebih terperinci, 

maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana 

dibagi atas kejahatan (misdrijve) dan pelanggaran (overtredingen). 

Mengenai kejahatan itu sendiri di dalam KUHP diatur di dalam Buku II 

yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III 

yaitu tentang Pelanggaran.  

Pengertian Pelanggaran menurut Lamintang, dalam bukunya dasar-

dasar hukum pidana di Indonesia menyatakan bahwa Orang pada 

umumnya baru mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan 

pelanggaran yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dihukum yaitu 

setelah tindakan tersebut dinyatakan dilarang dalam undang-undang. 
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Kemudian pada pelanggaran Tidak terdapat ketentuan adanya suatu 

pengaduan sebagai syarat bagi penuntutan.
12

 

Andi Hamzah menyatakan bahwa pembagian delik atas Kejahatan 

dan Pelanggaran di dalam WvS Belanda 1886 dan WvS (KUHP) 

Indonesia 1918 itu menimbulkan perbedaan secara teoritis. Kejahatan 

sering disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam 

undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana, sedangkan 

Pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya 

dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang.
13

 Lebih 

lanjut Andi Hamzah menjelaskan bahwa mengenai jenis pidana, tidak ada 

perbedaaan mendasar antara Kejahatan dan Pelanggaran.Hanya pada 

Pelanggaran tidak pernah diancam pidana.
14

 

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah 

“overtredingen” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar 

sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada 

perbuatan melawan hukum.
15

 

Pengertian di atas dapat diartikan bahwa pelanggaran adalah suatu 

perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan 

ketentuan undang-undang ini biasanya suatu perbuatan yang dalam 

                                                           
12

 Ibid, halaman 212 
13

 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), Jakarta : Rineka Cipta,2008 halaman.106 
14

 Ibid. 
15

 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana, Bandung : Refika Aditama, 2003, hlm.33.   
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pemenuhan akibat hukumnya dikenakan sanksi yang berupa sanksi 

administrasi, denda maupun kurungan. 

Berdasarkan dari definisi-definisi tentang pelanggaran dan 

pengertian lalu lintas di atas, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud 

dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang 

dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau 

kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. 

 

B. Pengertian Penegakan Hukum 

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi 

kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. 

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai 

reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana 

maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang 

lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, 

berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan 

pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai 

dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang 

akan datang.
16

 

Hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia. Hukum harus 

dilaksanakan agar kepentingan manusia terlindungi. Pelaksanaan dapat 

                                                           
16

 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109 
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berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena 

pelanggaran hukum. Hukum yang dapat dilanggar itu dalam hal ini harus 

ditegakkan melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi 

kenyataan.  

Ada 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, 

yaitu:
17

 

1. Kepastian hukum (rechtssicherheit); 

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap 

tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan 

dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan 

tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum 

masyarakat akan lebih tertib. 

2. Kemanfaatan (zweckmassigkeit);  

Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegak hukum 

harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan 

sampai timbul keresahan di dalam masyarakat karena pelaksanaan 

atau penegak hukum. 

3. Keadilan (gerechtigkeit). 

Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat 

umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. 

Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak 

menyamaratakan. 

                                                           
17

 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberti, Yogyakarta, 2003, hlm. 145 
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Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang 

mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa 

yang kongkrit. Hukum itu harus berlaku sebagaimana mestinya dan pada 

dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, Fiat Justitia et pereat Mundus 

(meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan). Hal itulah yang 

diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan 

perlindunggan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang 

berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan 

dalam kepastian tertentu. 

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena 

dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum 

bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk adanya 

ketertiban masyarakat, sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat 

dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut dapat 

dilihat bahwa suatu proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh 

budaya yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Hukum adalah untuk 

manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi 

manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena 

hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam 

masyarakat. 

Hukum tidak hanya mencakup penegakan hukum tetapi juga 

pemelihara kedamaian. Hal ini karena pada hakekatnya penegakan hukum 

merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, keadaan-keadaan dan 
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pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Oleh 

karena itu tugas utama penegakan hukum adalah mencapai keadilan. 

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesipulan bahwa penegakan 

hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang 

terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap 

mengenjawantahkannya dalam sikap dan tindakan sebagai serangkaian 

penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan 

hidup. Tegaknya hukum ditandai oleh beberapa faktor yang saling 

berkaiatan erat yaitu hukum dan aturannya. 

 

C. Tugas dan Fungsi Polisi Lalu Lintas 

Polisi lalu lintas adalah bagian dari kepolisian yang diberi tangan 

khusus di bidang lalu lintas dan karenanya merupakan pengkhususan 

(spesifikasi) dari tangan polisi pada umumnya. Karena kepada polisi lalu 

lintas diberikan tugas yang khusus ini, maka diperlukan kecakapan teknis 

yang khusus pula. Akan tetapi, walaupun demikian hal ini tidaklah 

menghilangkan atau mengurangi tugas pokok yang dibebankan kepada 

setiap anggota Polri, karena itu berhadapan dengan keadaan yang dapat 

mengganggu keamanan dan ketertiban pada umumnyapolisi lalu lintas pun 

harus bertindak. 

Polisi lalu lintas (Polantas) bertugas melaksanakan pengaturan, 

penjagaan, pengawalan dan patroli (Turjawali) lalu lintas, pendidikan 

masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi 
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kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan 

penegakan hukum di bidang lalu lintas. Satlantas sesuai dengan Pasal 59 

ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 

23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat 

Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi, yaitu: 

1. Pembinaan lalu lintas kepolisian; 

2. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas 

sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu 

lintas; 

3. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka 

penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, 

kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas); 

4. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan 

bermotor serta pengemudi; 

5. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta 

penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, 

serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya. 

6. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan 

7. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan. 

Polantas merupakan bagian dari Polri yang dibutuhkan oleh 

masyarakat untuk mencapai ketentraman terutama yang menyangkut lalu 

lintas. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lalu lintas akan 

berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat karena dalam kehidupan 
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masyarakat yang modern seperti saat ini lalu lintas merupakan faktor 

utama pendukung produktivitas. Banyaknya masalah atau gangguan dalam 

lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan, maupun tindak pidana 

yang berkaitan dengan kendaraan bermotor merupakan permasalahan yang 

mengganggu masyarakat. 

Dalam rangka penyelenggaraan fungsinya polisi lalu lintas bertugas 

sebagai: 

1. Aparat penegak hukum perundang-undangan lalu lintas dan 

peraturan pelaksananya. 

2. Aparat yang mempunyai wewenang Kepolisisan Umum. 

3. Aparat penyidik kecelakaan lalu lintas. 

4. Aparat pendidikan lalu lintas terhadap masyarakat. 

5. Penyelenggaran registrasi dan identifikasi pengemudi dan 

kendaraan bermotor. 

6. Pengumpul dan pengelola data tentang lalu lintas; Unsur bantuan 

pengelola data bantuan teknis melalui unit-unit patroli jalan raya 

(PJR). 

 

 

D. Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas 

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat 

pola fikir masyarakat juga ikut mengalami perkembangan yang praktis 

termasuk dalam berkendara di jalan raya yang menginginkan sesuatu 
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instan, cepat bahkan terkadang tidak memikirkan keselamatan berkendara 

untuk dirinya maupun orang lain. Kecelakaan di Indonesia hampir selalu 

terjadi setiap hari dikarenakan terdapat banyak faktor yang mempengaruhi 

terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan. 

Beberapa penyebab pelanggaran lalu lintas tersebut ada 3 faktor 

penyebab utama pelanggaran lalu lintas yaitu:
18

 

1. Faktor Manusia 

Faktor manusia atau pengguna jalan merupakan penyebab utama 

terjadinya pelanggaran lalu lintas. Pengguna jalan yang dimaksud 

yaitu pengemudi dan pejalan yakni para pejalan pada umumnya, 

termasuk pedagang asongan, pedagang kaki lima, dan lain-lain. 

a. Pengemudi 

Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa hampir semua 

permasalahan di jalan maupun kecelakaan lalu lintas yang 

melibatkan kendaraan, penyebab utamanya adalah pengemudi, 

dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya, misalnya 

mengemudi dalam keadaan mengantuk, kurang terampil, lelah, 

tidak menjaga jarak, melaju terlau cepat hingga terburu-buru 

merupakan beberapa alasan bagi pengemudi untuk melanggar 

lalu lintas.
19

 

b. Pejalan 

                                                           
18

 Suwarjoko P. Warpani, Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Bandung: Penerbit ITB, 
2002), hal. 108. 
19

 Ibid, hlm. 108-110 
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Kesalahan pejalan pada umumnya karena kelengahan, ketidak 

patuhan pada perturan perundang-undangan. Contohnya: 

menyeberang tidak pada tempatnya atau secara tiba-tiba, atau 

berjalan menggunakan jalur kendaraan karena lalai atau 

terpaksa, atau karena kesalahan orang lain seperti pelajalan 

menggunakan jalur kendaraan karena kaki lima (trotoar) yang 

merupakan fasilitas pejalan justru digunakan oleh para 

pedagang (pedagang kaki lima). 

2. Faktor Kendaraan 

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Lalu Lintas No. 22 

Tahun 2009, pengertian kendaraan adalah suatu sarana angkut di 

jalan yang terdiri atas kendaraan brmotor dan kendaraan tidak 

bermotor. Kendaraan merupakan salah satu faktor utama yang 

secara tidak langsung terlibat dalam dinamika lalu lintas jalan raya 

dengan dikendalikan oleh manusia, interaksi antara manusia dan 

kendaraan dalam satu kesatuan gerak di jalan raya memerlukan 

penanganan khusus baik terhadap mental, pengetahuan dan 

keterampilan pengemudi maupun kesiapan layak jalan kendaraan 

tersebut untuk dioprasionalkan di jalan raya. 

Faktor kendaraan yang sering terjadi ialah ban pecah, rem tidak 

berfungsi dengan baik, kelelahan logam yang mengakibatkan 

bagian kendaraan patah, peralatan yang seharusnya sudah diganti 

dan berbagai penyebab lainnya. Dalam hal tersebut, perawatan dan 
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perbaikan sebuah kendaraan sangat diperlukan, di samping itu 

adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor 

perlu dilakukan secara teratur.
20

 

3. Faktor Jalan 

Beberapa indikator faktor jalan yang berpotensi menimbulkan 

permasalahan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan 

kelancaran lalu lintas diantanya: 

Perlengkapan dan prasarana jalan yang digunakan harus dilengkapi 

dengan: 

a. Rambu Lalu Lintas 

b. Marka Jalan 

c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas 

d. Alat Penerangan Jalan 

e. Alat pengendali pengamanan Pengguna jalan 

f. Alat pengawasan dan pengaman jalan. 

g. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat. 

 

E. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas Pada Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

Perbuatan-perbuatan dalam bentuk pelanggaran menurut Undang-

Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dapat 

dibagi menjadi tiga yakni: 

                                                           
20

 Ibid, hlm. 111. 
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1. Pelanggaran terhadap kelengkapan menggunakan kendaraan 

bermotor. Kelengkapan dalam menggunakan kendaraan bermotor 

sangatlah penting, disamping untuk melindungi pengguna 

kendaraan, penumpang kendaraan, maupun pengguna jalan dan 

kendaraan bermotor lainnya dari bahaya kecelakaan yang tidak 

diinginkan. Undang-Undang lalu lintas dan angkotan jalan telah 

mengatur mengenai kelengkapan bagi pengguna kendaraan 

bermotor dalam berkendara di jalan. Adapun kewajiban-kewajiban 

dan larangan-larangan dalam kelengkapan menggunakan 

kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 

2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan diantaranya adalah 

kewajiban menggunakan helm bagi pengguna kendaraan roda dua, 

dan kewajiban kelengkapan bagi kendaraan roda empat. 

Pengemudi kendaraan bermotor juga wajib memiliki Surat Tanda 

Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM). 

2. Pelanggaran terhadap tata cara berlalu lintas dan berkendara. Tata 

cara berlalu lintas lebih ditujukan kepada pengemudi kendaraan 

bermotor, pegemudi sebagai subyek hukum tentunya 

bertanggungjawab apabila terjadi gangguan terhadap kepentingan 

yang dilindungi hukum. Pelanggaran yang sering terjadi terhadap 

tata cara berlalu lintas dan berkendara antara lain adalah 

pelanggaaran terhadap kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan 

yang harus dijalankan seperti menarik kendaraan tidak bermotor 
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dengan kecepatan tinggi yang dapat membahayakan keselamatan, 

menggunakan jalur khusus kendaraan tidak bermotor. 

3. Pelanggaran terhadap fungsi jalan dan rambu lalu lintas. Setiap 

jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi 

dengan perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, 

alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat 

pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan 

pengamatan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan 

penyandang cacat dan fasilitas pendukung lainnya untuk kegiatan 

lalu lintas dan angkutan jalan. 

Sanksi dalam pelanggaran lalu lintas yaitu berupa kurungan atau 

denda, akan tetapi kebanyakan memilih membayar denda. Denda adalah 

sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk 

membayar sejumlah uang. 

Berikut ini akan dijelaskan beberapa bentuk pelanggaran lalu lintas 

yang meliputi: 

1. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi dan 

membahayakan pengguna jalan lain; 

2. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi lambu 

lalu lintas, marka dan lain-lain (Pasal 275 Undang-Undang Lalu 

Lintas Dan Angkutan Jalan); 
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3. Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak 

singgah di terminal (Pasal 276 Undang-Undang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan); 

4. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan 

berupa ban cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan dan 

lain-lain (Pasal 278 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan 

Jalan); 

5. Mengemudi kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang 

dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (Pasal 279 Undang-

Undang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

6. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasangi tanda nomor 

ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 280 Undang-

Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

7. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin 

Mengemudi (Pasal 281 Undang-Undang lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan); 

8. Pengguna jalan tidak patuh perintah yang diberikan petugas Polri 

(Pasal 282 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

9. Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan 

melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat 

mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan (Pasal 

283 Undang-Undang Lalu Lintad Dan Angkutan Jalan); 
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10. Mengemudi kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan 

pejalan kaki atau pesepeda (Pasal 284 Undang-Undang Lalu Lintas 

Dan Angkutan Jalan); 

11. Mengendarai kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan 

teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dll (Pasal 

285 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan); 

12. Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan 

marka jalan (Pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan 

Jalan); 

13. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda 

Nomor Kendaraan, tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi, 

dan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda uji 

berkala (Pasal 288 Undang-Undang lalu lintas dan Angkutan Jalan); 

14. Mengemudikan kendaraan bermotor penumpang yang ada di 

samping tidak mengenakan sabuk pengaman (Pasal 289 Undang-

Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

15. Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor tidak 

mengenakan sabuk keselamatan dan menggunakan helm (Pasal 290 

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan); 

16. Mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm Standar 

Nasional Indonesia (Pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan); 
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17. Mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping mengangkut lebih 

dari satu orang (Pasal 292 Undang-Undang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan); 

18. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalakan lampu utama 

pada siang hari dan malam hari pada kondisi tertentu (Pasal 293 

Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

19. Mengemudikan kendaraan nermotor yang akan belok atau balik arah 

tanpa memberi isyarat dengan lalu atau tangan (Pasal 294 Undang-

Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

20. Mengemudikan kendaran bermotor yang akan pindah jalur atau 

bergerak ke samping tanpa memberi isyarat (Pasal 295 Undang-

Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

21. Mengemudikan kendaraan bermotor di perlintasan kereta api pada 

saat alarm sudah berbunyi dan palang pintu sudah ditutup (Pasal 296 

Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

22. Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan (Pasal 297 

Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

23. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak memasang segitiga 

pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada 

saat berhenti parkir atau darurat (Pasal 298 Undang-Undang Lalu 

Lintas Dan Angkutan Jalan); 
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24. Mengendarai kendaraan tidak bermotor berpegang pada kendaraan 

bermotor untuk ditarik, atau menarik benda (Pasal 299 Undang-

Undang Lalu Lintas Dan Angktan Jalan); 

25. Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan lajur kiri, tidak 

menghentikan kendaraan saat menaikkan penumpang, tidak menutup 

kendaran selama perjalanan (Pasal 300 Undang-Undang Lalu Lintas 

Dan Angkutan Jalan); 

26. Mengendarai kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak 

menggunakan kelas jalan (Pasal 301 Undang-Undang Lalu Lintas 

Dan Angkutan Jalan); 

27. Mengendarai kendaraan bermotor umum berhenti selain di tempat 

yang ditentukan, mengerem mendadak, menurunkan penumpang 

selain di tempat pemberhentian (Pasal 302 Undang-Undang Lalu 

Lintas Dan Angkutan Jalan); 

28. Mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang (Pasal 303 

Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

29. Mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu 

yang menaikkan dan menurunkan penumpang lain di sepanjang jalan 

(Pasal 304 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

30. Mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang 

khusus yang tidak dipenuhi ketentuan (Pasal 305 Undang-Undang 

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 
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31. Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang 

tidak mematuhi tata cara muatan, daya angkut dan dimensi 

kendaraan (Pasal 306 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan 

Jalan); 

32. Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dimuati surat 

muatan dokumen perjalanan (Pasal 307 Undang-Undang Lalu Lintas 

Dan Angkutan Jalan); 

33. Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki 

izin, angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam 

trayek, angkutan barang khusus dan alat berat, dan menyimpang dari 

izin (Pasal 308 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

34. Tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk mengganti rugi 

penumpang, barang, pihak ketiga (Pasal 309 Undang-Undang Lalu 

Lintas Dan Angkutan Jalan); 

35.  Tidak mengasuransikan awak kendaraan dan penumpang (Pasal 313 

Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan). 

Pelanggaran-pelanggaran yang telah disebut dan diuraikan di atas 

merupakan pelanggaran yang mudah pembuktiannya dan sulit untuk 

dipungkiri pelanggar sehingga akan mudah diselesaikan oleh peradilan 

yang sederhana dan cepat. Peradilan sederhana dan cepat sesuai 

diterapkan untuk pelanggaran lalu lintas karena pada saat terjadi 

pelanggaran lalu lintas baik dari pelanggar, barang bukti, maupun 

penyidik (kepolisian) sudah berada ditempat kejadian perkara, sehingga 
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penyidik (kepolisian) dapat langsung menjatuhkan sanksi sesuai dengan 

pasal pelanggaran pelaku yang telah tertuang dalam peraturan 

perundang-undangan. 

 

F. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas 

Menanggulangi masalah lalu lintas khususnya yang menyangkut 

masalah pelanggaran lalu lintas diperlukan adanya kerjasama dari semua 

pihak baik itu dari dinas perhubungan dan aparat lalu lintas (kepolisian). 

Bukan hanya dari pemakai atau pengguna jalan saja yang harus mentaati 

segala peraturan mengenai tertib berlalu lintas, tetapi dari pihak aparat 

penegak hukum itu sendiri juga harus bersikap tegas dan disiplin dalam 

menerapkan sanksi yang ada.  

Pemerintah dan aparat penegak hukum seperti instansi yang terkait 

telah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan, kebijakan, serta pedoman 

dalam usaha menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Hal 

ini diwujudkan melalui tindakan-tindakan yang nyata misalnya: adanya 

patroli lalu lintas, pedoman-pedoman pembinaan generasi muda, dan lain-

lain. Semua ini dilakukan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas. 

penanggulangan dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu dengan 

upaya Pre-Emtif, upaya Preventif (pencegahan), dan upaya Represif 

(penindakan).
21
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1. Upaya Pre-Emtif 

Upaya Pre-Emtif ini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh 

pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-

usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-

Emtif adalah dengan cara menanamkan nilai-nilai atau norma-

norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi 

dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan 

pelanggaran atau kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk 

melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi 

dalam upaya ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada 

kesempatan. 

2. Upaya Preventif (pencegahan) 

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang 

masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam 

upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan 

untuk melakukan kejahatan. Dengan kata lain, upaya preventif 

(pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan 

perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan 

terjadinya gangguan-gangguan didalam masyarakat, sehingga 

tercipta stabilitas hukum.Tindakan ini merupakan upaya yang lebih 

baik dari upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah 

kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat 

menjadi baik. Lebih baik disini dalam artian lebih mudah, lebih 
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murah serta lebih mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan 

menjadi salah satu asas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha 

memperbaiki atau mendidik para penjahat untuk tidak mengulangi 

kejahatannya. 

3. Upaya Represif (penindakan) 

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau 

kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan 

menjatuhkan hukuman. 

 


